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Salah satu perubahan kebijakan yang muncul dari UU PDRD menjadi UU HKPD, yaitu bergantinya
retribusi 1zin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Perubahan
meliputi tarif dan proses perizinannya dengan harapan perizinan bangunan gedung dapat mendukung
kemudahan berusaha untuk investasi di daerah. Kota Depok di Jawa Barat menjadi kota metropolitan dan
penyangga DK Jakarta yang pesat pertumbuhan bangunannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi dan implikasi implementas kebijakan retribusi PBG di Kota Depok. Topik dikaji
menggunakan teori implementas kebijakan oleh Grindle dari content of policy dan context of
implementation. Pendekatan post positivist diambil menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi
lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian berdasarkan content of policy, kebijakan PBG masih belum
secara penuh dilakukan karena banyaknya pihak berkepentingan sehingga harapan yang ingin dicapai belum
terlihat seluruhnya meskipun banyak manfaat kebijakan. Paraimplementor belum diberikan akses fasilitas
lebih SIMBG. Dari context of implementation, meskipun masih terdapat keterbatasan akses, kekuasaan
implementasi berada di pemerintah daerah dan mendukung kemandirian fiskal. Kepatuhan untuk layanan
belum patuh secara penuh sedangkan retribusi sudah patuh terhadap UU HKPD. Terdapat implikasi yang
mana bagi pemerintah Kota Depok diantaranya, tata kelola organisasi, pengurangan administrative cost dan
penambahan psychological cost, penurunan realisasi penerimaan retribusi, ekstensifikasi-intensifikasi pajak
daerah dan retribusi daerah, sertaterkait sentralisasi yang mendistorsi tujuan retribusi. Sedangkan, implikasi
bagi masyarakat diantaranya pembayaran retribusi dapat sesuai tujuan yakni sesuai dengan standar
bangunan gedung, penurunan nilai pembayaran retribusi PBG dibandingkan IMB, tambahan biaya selain
retribusi untuk jasa konsultan, potensi berkembangnya jasa konsultan, dan asas kesederhanaan dalam akses
SIMBG.

...... One significant policy change from the transition of the PDRD Law to the HKPD Law is replacing the
Building Permit (IMB) retribution with the Building Approval (PBG) retribution. This shift involves
changesin tariffs and permitting process to support regional investment. Depok City, one of the
metropolitan areain West Jawa and a buffer for DK Jakarta, has arapid building growth. This research
aims to analyze the implementation and implications of the PBG retribution policy in Depok. This research
isusing Grindle's policy implementation theory from content of policy and context of implementation. A
post-positivist approach was employed, collecting data through field studies and literature reviews. Findings
based on the content of policy, PBG policy is still not fully implemented due to the large number of
interested parties so that the hopes to be achieved are not yet fully visible even though the policy has many
benefits. Implementors have limited access to advanced SIMBG facilities. In the context of implementation,
despite of the limited access, the local government has the capacity to encourage fiscal autonom.
Compliance with service standards is incomplete, while retribution adheres to the HKPD Law. Implications
for the Depok government include organizational adjustments, decreased administrative costs, increased
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psychological costs, decreased retribution revenue, extentification-intensification of regional taxes and
levies, and centralization issues that distort retribution objectives. For the community, implications include
retribution payments is based on the standard, reduced PBG retribution payments compared to IMB,
additional consultant service fees, consultancy services growth, and simplified accessto SIMBG.



